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Ringkasan Eksekutif

Perempuan pengguna napza suntik (penasun)
mengalami dampak penggunaan dan ketergan-
tungan napza secara berbeda dari laki-laki. Mer-
eka berisiko lebih tinggi terhadap infeksi HIV dan
infeksi lainnya, menghadapi tingkat kematian
yang lebih tinggi, dan memiliki akses yang tidak
memadai ke pencegahan dan pengobatan HIV.
Kesehatan perempuan dan akses terhadap per-
awatan dibentuk dan dibatasi oleh kriminalisasi
hukum dan kebijakan, melalui polisi yang me-
mainkan peran kunci dalam penegakan praktis
undang-undang ini.
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Studi penelitian "Women Speak Out" atau Per-
empuan Bersuara, yang dilakukan pada tahun
2015 melalui kolaborasi antara Universitas Ox-
ford dan para peneliti dari Persaudaraan Korban
Napza Indonesia (PKNI), menggunakan pendeka-
tan partisipatif berbasis komunitas dan metode
peer-driven untuk mengeksplorasi dampak
praktik penegakan hukum terhadap kesehatan
fisik dan mental perempuan penasun di Indone-
sia. Makalah pengarahan ini menyajikan analisis
baru dari penelitian ini untuk menggambarkan
dampak kesehatan masyarakat dari apa yang
disebut 'perang terhadap narkoba', seperangkat
strategi penegakan hukum yang bersifat meng-
hukum, yang menentukan pendekatan dominan
terhadap napza di seluruh dunia.

Makalah ini bertujuan untuk menginformasikan
upaya advokasi menuju peningkatan kualitas hid-
up dan memperluas akses perawatan kesehatan
bagi perempuan pengguna napza. Makalah ini
meneliti bagaimana kegiatan aparat kepolisian
berdampak pada kesehatan fisik dan mental per-
empuan penasun di Indonesia serta menawarkan

serangkaian rekomendasi kebijakan untuk respon
berbasis bukti yang sensitif gender terhadap
penggunaan napza dan HIV.

Tanggapan survei dari 731 perempuan penasun
menghasilkan empat temuan utama:

1. Perempuan penasun di Indonesia menghadapi
penegakan hukum yang berat dari aparat
kepolisian. Kriminalisasi penggunaan napza
meluas, dengan hampir setengah (48%)
perempuan melaporkan pernah ditangkap
setidaknya sekali dalam masa hidup mereka,
sebagian besar karena penggunaan dan
kepemilikan napza. Sekira 9 dari 10 perempuan
yang telah berhubungan dengan polisi melalui
cara ini juga mengalami kekerasan dari polisi,
termasuk pemerasan, kekerasan fisik dan
seksual.

2. Overdosis dan bahaya terkait napza lainnya
meningkat seiring dengan penangkapan,
penahanan dan kekerasan dari polisi.
Perempuan dengan riwayat penangkapan atau
penahanan secara signifikan lebih mungkin
berisiko terpapar HIV (melalui praktik berbagi
jarum dan menggunakan jarum suntik yang
tidak steril serta terlibat dalam aktivitas seks
tanpa kondom). Mereka juga lebih mungkin
mengalami overdosis, daripada perempuan
yang tidak pernah berhubungan dengan
sistem peradilan pidana. Memiliki riwayat
penangkapan dan mengalami kekerasan oleh
polisi memiliki efek yang lebih berbahaya:
perempuan yang mengalami kedua jenis
praktik hukuman tersebut menghadapi
peningkatan 19,2% dalam insiden overdosis,
dibandingkan dengan yang tidak mengalami.

3. Mengkriminalisasi perempuan penasun
berkaitan dengan hasil kesehatan mental
yang lebih buruk. Riwayat penangkapan
dan penahanan dikaitkan dengan tantangan
kesehatan mental yang lebih besar di kalangan
perempuan penasun. Pengalaman ditangkap
atau ditahan berkaitan pada peningkatan
dalam prevalensi masalah kesehatan mental
perempuan sebesar 10%. Pengalaman
tambahan yang berupa kekerasan dari polisi
dikaitkan dengan peningkatan dalam masalah
kesehatan mental sebesar 15,3%, dari 58%
di antara perempuan yang tidak pernah
mengalami kekerasan, menjadi 73%.



4. Penegakan hukum narkotika berkaitan dengan
peningkatan risiko HIV dan gangguan terhadap
pencegahan dan pengobatan HIV. Mengalami
hukum jalanan dan penangkapan berkaitan
dengan pengurangan dalam akses sebulan
terakhir perempuan ke Layanan Alat Suntik Steril
(LASS) sebesar 29,6%. Mengalami kekerasan
dari aparat kepolisian, termasuk pemerasan,
kekerasan fisik atau seksual, memperkecil
kemungkinan perempuan untuk mengakses
LASS sebesar 15,4%. Penahanan juga merupakan
penghalang yang signifikan terhadap akses dan
kepatuhan pengobatan anti-retroviral (ART). Di
kalangan perempuan yang hidup dengan HIV,
pemenjaraan karena tindak pidana narkotika
akan meningkatkan kemungkinan terganggunya
pengobatan antiretroviral sebesar 42,3%.

Reformasi sistemik sangat diperlukan untuk
mengurangi efek berbahaya terhadap kese-
hatan perempuan penasun dari praktik serta
kebijakan yang menghukum. Mengakhiri krim-
inalisasi dan praktik penegakan hukum dan
pelecehan terhadap perempuan atas nama
pengendalian napza harus menjadi prioritas
kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia
yang utama. Pendekatan yang efektif, berbasis
hak asasi manusia dan responsif gender butuh
diawali dengan dekriminalisasi terhadap peng-
gunaan dan kepemilikan napza, dan selanjut-
nya, mengatasi tantangan kesehatan, sosial
dan hak asasi manusia yang dihadapi oleh per-
empuan pengguna napza, termasuk melalui
investasi dalam program kesehatan dan sosial
yang sensitif gender.

kan hukum

khiri praktik kriminalisasi dan p
serta pelanggaran terhadap perempuan altas> nama
pengendalian narkotika yang seharusnya prioritas pada

pendekatan kesehatan masyarakat
dan pemenuhan HAM

Reformasi kebijakan dan
penegakan hukum !

- Pendekatan yang efektif,
berbasis HAM dan
responsif gender:

1. Dekriminalisasi penggunaan
dan kepemilikan narkotika
2. Mengatasi tantangan
Kesehatan, sosial dan HAM
yang dihadapi perempuan
pengguna narkotika,

- Investasi dalam program
kesehatan dan sosial

yang peka gender.

Pendahuluan: perempuan,
napza, dan kriminalisasi

Respon pengendalian napza yang
bersifat menghukum di Indonesia

Sejak tahun 1970-an, respon Indonesia terhadap
penggunaan napza sangat bergantung pada krim-
inalisasi orang yang menggunakan napza.? Dalam
praktiknya, kebijakan napza yang bersifat meng-
hukum diberlakukan melalui penegakan aturan
jalanan, bersama dengan penangkapan, huku-
man fisik dan pembunuhan di luar hukum. Tindak
pidana narkotika meluas dari sekedar penggu-
naan dan kepemilikan hingga penjualan, distribu-
si, ekspor, impor, pengiriman, penanaman, dan
memproduksi narkotika. Undang-Undang Nar-
kotika No.35 tahun 2009 menjatuhkan hukuman
pidana untuk pelanggaran-pelanggaran tersebut
yang mencakup denda, kewajiban rawatan nap-
za, penahanan, dan, dalam kasus perdagangan
napza, bahkan hukuman mati. Meskipun un-
dang-undang juga memperkenalkan mekanisme
untuk mengalihkan orang yang menggunakan
napza dari pemenjaraan kepada perawatan ket-
ergantungan napza, implementasinya tidak kon-
sisten. 'Perang terhadap narkoba' yang dipimpin
pemerintah dan berlangsung sejak slogan ini di-
luncurkan pada tahun 2015 telah menghasilkan
penegakan hukum narkotika tingkat jalanan yang
agresif, termasuk penggerebekan oleh pihak ke-
polisian, penyisiran dan pendobrakan, sejumlah
penangkapan dan laporan atas tindak kekerasan
yang melanggar hukum.*

Meskipun terdiri dari proporsi yang relatif kecil
(sekitar 5%) dari total populasi warga binaan pe-
masyarakatan di Indonesia, perempuan secara
keseluruhan memiliki rasio pemenjaraan tahunan
yang lebih tinggi daripada laki-laki.° Pada Febru-
ari 2020, ada 14.204 perempuan warga binaan
pemasyarakatan di Indonesia, lebih dari setengah
di antaranya dipenjara karena tindak pidana nar-
kotika.®




Kriminalisasi, penegakan hukum narkotika, dan kekerasan

polisi

Selama lebih dari enam dekade, pengguna
napza telah menerima sanksi pidana, baik
secaralangsunguntukpenggunaannapzanya,
atau secara tidak langsung yaitu karena
memiliki napza atau perlengkapan untuk
penggunaan napza. Pengenaan hukuman
telah menjadi pilar utama dari kerangka
kerja pengendalian napza internasional
yang ditetapkan di bawah tiga konvensi
pengendalian napza PBB.” Bergantung pada
interpretasi suatu negara terhadap konvensi
tersebut, praktik penegakan hukum narkotika
yang diizinkan oleh undang-undang negara
dapat mencakup kepolisian tingkat jalanan,
penangkapan karena penggunaan napza
dan kepemilikan untuk penggunaan pribadi,
tindakan keras polisi, penahanan, dan
hukuman mati. Selain itu, beberapa negara,
termasuk Indonesia, menerapkan program
perawatan dan rehabilitasi napza wajib

Dampak yang tidak proporsional pada
perempuan pengguna napza

di mana pengguna napza ditahan selama
berbulan-bulan atau bertahun-tahun. 8

Bentuk-bentuk kriminalisasi ini dapat disertai
dengan praktik hukuman dan pelanggaran
di luar otoritas pemerintah yang berwenang
seperti polisi dan lembaga penegak hukum
lainnya. Praktik semacam itu dapat mencakup
kekerasan fisik dan seksual, pemerasan dalam
bentuk uang atau layanan seksual, dan
pembunuhan di luar hukum yang dilakukan
oleh polisi dan aparat penegak hukum
lainnya atas nama pengendalian napza.
Praktik semacam itu semakin dimungkinkan
oleh kerangka kerja kriminalisasi yang lebih
luas. Perbedaan antara penegakan hukum
narkotikadankekerasanpolisiyangmelanggar
hukum seringkali dibuat samar, dan keduanya
dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi
manusia yang serius.’

Perempuan pengguna napza adalah salah satu
komunitas yang paling terpinggirkan di Indone-
sia. Meskipun mereka berada pada peningkatan
risiko menghadapi penurunan status kesehatan,
termasuk HIV, mereka memiliki akses rendah ke
layanan kesehatan. Perempuan juga menghada-
pi tantangan struktural tambahan termasuk ke-
kerasan berbasis gender, ketidaksetaraan gender
yang meluas, kerugian ekonomi dan misogini.
Akibatnya, perempuan sering menjadi ‘pelengkap
penderita’ dari kebijakan narkotika yang fokus
sempitnya hanya pada pengurangan pasokan dan
permintaan obat melalui penegakan hukum yang
agresif.

Taktik agresif oleh aparat penegak hukum adalah
ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat
bagi semua pengguna napza, khususnya kaum
perempuan.’® Perempuan lebih cenderung men-
jadi sasaran penegakan hukum dan mengalami
perlakuan yang lebih keras ketimbang laki-la-
ki, terutama dengan tindakan yang melanggar
hukum seperti kekerasan berbasis gender dan
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pemerasan untuk uang dan hasrat seksual.'!
Memperlakukan perempuan pengguna napza
seperti penjahat justru semakin membuat mer-
eka lebih jauh terpinggirkan karena hal tersebut
mendorong mereka ke lingkungan yang berisiko
tinggi, dan seringkali penuh kekerasan, di mana
mereka memiliki kemampuan terbatas untuk me-
negosiasikan perilaku seksual atau penggunaan
napza yang lebih aman.?? Karena kriminalisasi
juga menstigmatisasi penggunaan napza, maka
hal itu menghasilkan diskriminasi yang meluas
terhadap perempuan pengguna napza di lingkun-
gan masyarakat dan penyedia layanan kesehatan,
yang memperburuk risiko yang mereka hadapi.*
Meskipun perempuan cenderung tidak meng-
gunakan, memiliki atau menjual napza, mereka
menghadapi tingkat hukuman dan pemenjaraan
yang lebih tinggi untuk pelanggaran terkait napza
daripada laki-laki - 35% secara global, berbanding
19%.1

Apa itu 'Perempuan Bersuara'?

Sampai saat ini, kriminalisasi penggunaan napza
telah membuat penjangkauan terhadap perem-

puan penasun untuk penelitian kesehatan mas-
yarakat menjadi sulit. Ketika terjangkau, proporsi
ukuran sampel perempuan seringkali jauh lebih
kecil ketimbang laki-laki, dan cenderung tersem-
bunyi dalam analisis campuran atau dikecualikan
dari perkiraan sama sekali. Kurangnya data yang
dapat diandalkan tentang perempuan pengguna
napza telah berkontribusi mengakibatkan perem-
puan ini menjadi tidak terlihat dalam pengambi-
lan keputusan kebijakan dan program.

Studi Perempuan Bersuara bertujuan untuk men-
jembatani kesenjangan bukti yang ada. Studi ini
merupakan yang pertama kali mengeksplorasi
hubungan antara kriminalisasi dan dampak kes-
ehatan pada perempuan pengguna napza di In-
donesia. Perempuan Bersuara adalah penelitian
kolaborasi antara Universitas Oxford di Inggris,
Persaudaraan Korban Napza Indonesia, Pusat
Penelitian HIV dan AIDS Universitas Katolik Atma
Jaya serta beberapa organisasi berbasis komuni-
tas di Indonesia yang bekerja dengan orang-orang
yang menggunakan napza, seperti: Kios Informasi
Kesehatan Unika Atma Jaya, Yayasan Karitas Sani
Madani (Karisma), Yayasan Stigma, Rumah Ce-
mara, Yayasan Grapiks, Rumah Singgah Peka dan
Rumah Sebaya. Landasan penelitian ini adalah
komitmen terhadap pendekatan partisipatif ber-
basis komunitas (lihat Kotak 2).

Studi ini menggunakan respondent-driven sam-
pling, suatu metode rekrutmen yang telah banyak
digunakan untuk mengikutsertakan individu yang
terlibat dalam kegiatan ilegal dan sangat terstig-
ma. Sebanyak 731 perempuan pengguna napza
dari wilayah dengan tingkat HIV dan penggunaan
napza suntik yang tinggi (Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, Bekasi, dan Bandung) telah bersedia
membagi pengalaman mereka. Deskripsi terper-
inci tentang metodologi, ukuran, dan konstruksi
studi disediakan dalam Lampiran 1.



Pentingnya keterlibatan bermakna dari komunitas

Keterlibatan yang bermakna dari pengguna
napza dalam penelitian, program, dan kebi-
jakan yang mempengaruhi mereka adalah
syarat etis yang secara langsung berkontribusi
pada respon HIV berbasis hak asasi manusia.
Mendukung studi penelitian Perempuan Ber-
suara adalah komitmen mendalam terhadap
pendekatan partisipatif berbasis komunitas.
Studi ini berusaha untuk memberikan peran
yang berarti di setiap langkah dari proses pe-
nelitian bagi perempuan yang memiliki pen-
galaman hidup dengan penggunaan napza,
mulai dari desain sampai diseminasi.

Misalnya, komunitas perempuan pengguna
napza dan mitra akademik ikut mengembang-
kan proposal hibah, membuat keputusan ber-
sama mengenai anggaran dan mengalokasikan
pembagian dana yang adil berdasarkan kontri-
busi aktual untuk proyek tersebut. Sebagian
besar anggota tim peneliti yang semuanya
perempuan ini adalah pengguna napza, yang
memberikan peluang tambahan untuk pertu-
karan pengetahuan dan pengembangan diri.
Setelah penelitian selesai, komunitas perem-
puan pengguna napza ini bersama dengan
para peneliti merancang dan menerapkan
rencana diseminasi, ikut menulis laporan, dan
disajikan bersama di konferensi nasional dan
internasional. Perempuan diberikan dukungan
dan pelatihan untuk berpartisipasi dalam ke-

giatan ini (misalnya, pelatihan dan mentoring
dalam keterampilan menulis dan mempresen-
tasikan abstrak).

"Saya memilih mengerjakan penelitian ini un-
tuk membantu perempuan lain seperti saya.
Saya sedih mendengar betapa banyak perem-
puan yang saya wawancarai telah mengalami
hal yang sama dengan apa yang saya alami.
Harapan saya adalah bahwa pekerjaan ini
akan mengubah kebijakan dan memfasilitasi
akses yang lebih mudah ke layanan kesehatan
dan dukungan bagi perempuan.” Merry, Pe-
neliti Sebaya.

Keterlibatan aktif perempuan yang memiliki
pengalaman hidup pada akhirnya meningkat-
kan kualitas temuan penelitian dan memper-
dalam kepemilikan komunitas atas penelitian
ini. Perempuan yang sebelumnya curiga ter-
hadap layanan kesehatan dan sosial, maju
dan berbagi pengalaman pribadi mereka ke-
tika dirujuk kepada, dan diwawancarai oleh
rekan-rekan sebaya yang tepercaya. Proses
partisipatif juga memperkuat kapasitas pene-
litian di antara para perempuan yang terlibat.
Perempuan memperoleh keterampilan dalam
pengembangan proposal, teknik wawancara,
dan manajemen proyek, yang kemudian mem-
berikan kesempatan kerja lebih luas, kesempa-
tan bagi anggota komunitas untuk hadir di aca-
ra dan konferensi tingkat tinggi internasional,
dan bisa jadi benih pendanaan untuk program
advokasi baru yang berfokus pada perempuan
di Persaudaraan Korban Napza Indonesia.

"Sangat menginspirasi melihat para perem-
puan yang berpartisipasi dalam penelitian ini
menggunakan informasi yang dihasilkan se-
bagai bahan utama dalam advokasi mereka,
untuk memperjuangkan hak-hak dasar mere-
ka, hak atas kesehatan dasar dan perlindun-
gan hukum." Rima, Koordinator Lapangan.




dan genting. Perlakuan yang mereka teri-
Temuan ma dari sistem peradilan pidana dan lemba-
ga penegak hukum sangat menambah risiko,
meningkatkan ketidakamanan dan kerentanan
mereka.

Studi Perempuan Bersuara menghasilkan
informasi yang luas tentang praktik penegakan
hukum dari Undang-undang Narkotika yang
bersifat menghukum yang dialami perempuan
penasun di Indonesia, dan implikasi kriminalisasi
untuk respon HIV.

Hampir setengah (48%) dari peserta peneli-
tian sebelumnya pernah ditangkap. Rata-rata,
setiap perempuan melaporkan tiga kali pen-
angkapan selama hidup mereka, 93,2% mel-
aporkan bahwa penangkapan terakhir mereka
adalah karena pelanggaran terkait napza. Ter-
akhir kali mereka ditangkap, 77% perempuan
didakwa menggunakan atau memiliki napza

Sebanyak 731 perempuan yang secara aktif
menggunakan napza pada saat penelitian,
menyelesaikan survei (lihat Lampiran 1 untuk
metodologi lengkap). Para peserta penelitian
berasal dari berbagai latar belakang: hampir

setengah (46,7%) peserta hidup dengan HIV. ur?tuk.penggunaan prik.Jadi. Secara hukum,
Lainnya termasuk perempuan pekerja seks; alih-alih mereka yang dituduh menggunakan

perempuan pasangan penasun; perempuan atau memiliki napza harus memiliki hak untuk
lesbian dan biseksual; perempuan yang pernah mengakse.s perawatan ketergantungan nap-
mengalami menjadi tunawisma dan kesulitan 23, sebagian besar peserta dengan tuduhan
ekonomi; dan perempuan vyang pernah ini justru dijebloskan ke dalam penjara dan
dipenjarakan. Seperti yang ditunjukkan oleh banyak di antaranya yang menjadi korban ke-
temuan di bawah ini, hampir semua perempuan  kerasan dari pihak kepolisian.

ini pernah menjadi sasaran penegakan hukum

pada beberapa titik dalam h|dup mereka. Pengalaman penangkapan yang pernah dialami peserta penelitian

Dituntut karena
Pernah ditangkap Terakhir ditangkap karena kepemilikan narkotika
kasus narkotika untuk penggunaan pribadi

Bz 777

Perempuan penasun di Indonesia
menghadapi penegakan hukum yang
bersifat sangat menghukum dari
pihak kepolisian

Sebagai hasil dari kriminalisasi, perempuan
penasun menjalani kehidupan yang berisiko

Gambar 1. Kontak dengan sistem peradilan pidana dan paparan kekerasan
polisi di kalangan perempuan penasun

48,3%
perempuan

89,8% perempuan
(N=731) ) yang berhubungan
mengalami dengan sistem
penangkapan peradilan pidana
dan/atau (n=353) juga
penahanan mengalami

beberapa bentuk
kekerasan polisi
(pemerasan,
kekerasan fisik,
dan pelecehan
seksual)




22,7% perempuan menghabiskan waktu di penjara,
dalam banyak kasus untuk penggunaan napza atau
tuduhan kepemilikan. Hampir setengah dari per-
empuan-perempuan ini (42%) terus menyuntikkan
napza saat berada di dalam lembaga pemasyaraka-
tan (lapas) atau rumah tahanan negara (rutan) saat
penahanan pra-persidangan. Ini menempatkan
mereka pada risiko tinggi menularkan dan tertular
HIV dan hepatitis C, mengingat kurangnya akses
kepada jarum dan alat suntik steril serta program
pengurangan dampak buruk penggunaan napza di
rutan dan lapas.

60 Hampir setengah (42%) dari
perempuan dengan riwayat
penahanan terus menyuntikkan
napza saat berada di dalam
lembaga pemasyarakatan
(lapas) atau rumah tahanan
negara (rutan) saat penahanan

pra-persidangan. §9

Studi Perempuan Bersuara mengungkap ting-
kat kekerasan polisi yang tinggi terhadap perem-
puan penasun (lihat Gambar 2). Sembilan dari
10 (89,8%) perempuan yang pernah berhubun-
gan dengan sistem peradilan pidana mengalami
berbagai bentuk kekerasan dari pihak kepolisian.
Di antara perempuan yang berhubungan dengan

sistem peradilan pidana (n = 353), mayoritas ter-
besar, hampir 87%, menghadapi pemerasan dalam
bentuk uang dan pemenuhan hasrat seksual den-
gan imbalan kebebasan, pengurangan hukuman
atau rujukan ke perawatan ketergantungan obat.
Tanggapan terhadap pertanyaan kualitatif terbu-
ka adalah di antaranya termasuk contoh di mana
perempuan dipaksa untuk memberikan nama dan
alamat rekan-rekan penggunaan napza lainnya den-
gan imbalan berkurangnya tuntutan pidana. 60,5%
mengalami pelecehan verbal oleh polisi, terma-
suk dihina, disebut nama, atau dicaci maki. 27,1%
perempuan mengalami kekerasan fisik, termasuk
ditampar, ditinju, disetrum, ditendang, dipukuli
atau terluka secara fisik oleh polisi. 5,2% perem-
puan mengalami kekerasan seksual, termasuk pe-
merkosaan. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh
aparat penegak hukum, khususnya, cenderung ti-
dak dilaporkan karena takut akan terjadi pelecehan
lebih lanjut dan mengalami stigma akut serta rasa
malu. Kekerasan seksual oleh polisi juga mengha-
langi perempuan menggunakan layanan kesehatan
dan mengakses perawatan karena takut dilaporkan
ke pihak berwenang atau menghadapi pelecehan
lebih lanjut.

“9 dari 10 perempuan yang
berhubungan dengan sistem
peradilan pidana mengalami
berbagai bentuk kekerasan dari

pihak kepolisian. 00

Gambar 2. Paparan berbagai bentuk kekerasan oleh polisi di kalangan perempuan
penasun yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana

% perempuan penasun yang berhubungan dengan sistem
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Overdosis dan bahaya lainnya terkait
napza meningkat seiring dengan
penangkapan dan penghukuman yang
tidak adil

Perempuan yang ditargetkan oleh kegiatan pen-
egakan hukum narkotika lebih mungkin mengala-
mi dampak buruk terkait penggunaan napza (lihat
Gambar 3). Secara keseluruhan, hampir satu dari
tiga perempuan (27,8%) telah mengalami setidaknya
satu insiden overdosis dalam hidup mereka, dan 39%
menyaksikan seorang teman atau kenalan yang men-
galami overdosis fatal. Perempuan dengan riwayat
penangkapan terkait napza hampir tiga kali cend-
erung mengalami overdosis ketimbang perempuan
yang tidak bersentuhan dengan sistem peradilan pi-

dana. Menjadi target penangkapan atau penahanan
dan menjadi korban kekerasan polisi juga memiliki
efek negatif kumulatif: 38% perempuan yang men-
galami kedua bentuk kriminalisasi tersebut melapor-
kan adanya kejadian overdosis, dibandingkan dengan
18,9% perempuan yang tidak mengalami penangka-
pan maupun kekerasan dari kepolisian yang pening-
katan kemungkinan overdosisnya menjadi hampir
dua kali lipat. Ketakutan akan penangkapan, penga-
niayaan dan kekerasan dapat memaksa perempuan
untuk terlibat dalam perilaku menyuntik napza yang
terburu-buru dan berisiko tinggi serta mendorong
mereka lebih jauh ke ruang marjinal di mana mere-
ka lebih cenderung terlibat dalam berbagai perilaku
yang tidak aman.

Gambar 3. Pengaruh dari kegiatan penegakan hukum narkotika dan
kekerasan oleh polisi atas kejadian overdosis non-fatal di
kalangan perempuan penasun'®
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Peserta mengalami risiko tinggi tertular HIV
melalui perilaku menyuntik napza. Paling tidak
satu dari lima perempuan (21%) pernah berbagi
jarum dan peralatan suntik, dan hampir setengah
dari peserta (44%) pernah terlibat dalam prak-
tik penyuntikan yang tidak aman seperti berb-
agi perlengkapan suntik yang digunakan untuk
menyiapkan napza (yaitu, kompor, filter, torniket
dan air) dalam sebulan terakhir, faktor risiko yang
signifikan untuk infeksi, termasuk HIV dan hepa-
titis C.*6

Ada riwayat penangkapan Ada riwayat penangkapan
atau penahanan terkait
narkotika

atau penahanan terkait
narkotika + kekerasan
polisi

Praktik penegakan hukum tampaknya me-
mainkan peran kunci dalam membentuk risiko
kesehatan terkait napza. Berurusan dengan
sistem peradilan pidana melalui kepolisian ting-
kat jalanan, penangkapan, atau pemenjaraan
meningkatkan kemungkinan perempuan berba-
gi peralatan suntik. Secara khusus, mereka yang
memiliki riwayat penangkapan atau penahanan
bisa dikaitkan dengan peningkatan 23,8% pel-
uang perempuan untuk terlibat dalam praktik
menyuntik yang tidak aman, dari 33,1% di antara



perempuan yang tidak pernah ditangkap atau
dipenjara menjadi 56,9% di antara perempuan
yang pernah (lihat Gambar 4).

Gambar 4. Dampak kegiatan penegakan hukum narkotika dan kekerasan
oleh polisi terhadap praktik menyuntik yang tidak aman bagi
perempuan”

% prediksi probabilitas terlibat dalam penggunaan narkotika
suntik yang tidak aman
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Kriminalisasi terhadap perempuan
penasun akan memperburuk kesehatan
mental mereka

Studi ini menemukan tingkat tantangan keseha-
tan mental yang tinggi di antara perempuan yang
menyuntikkan napza. 65,4% dari peserta mel-
aporkan gejala depresi klinis. Tantangan keseha-
tan mental tampaknya meningkat setelah perem-
puan terpapar dengan proses penegakan hukum.
Misalnya, depresi dan/atau gangguan stres pasca
trauma (PTSD) lazim ditemukan pada 58,2% per-
empuan yang tidak pernah ditangkap atau dipen-
jara, tetapi prevalensi masalah kesehatan mental
ini meningkat menjadi 68,2% di antara perem-
puan yang pernah menghadapi masalah ter-
kait napza. penangkapan dan/atau penahanan.
Mengalami tindak kekerasan dari kepolisian juga
semakin memperburuk kesehatan mental per-
empuan, hal ini terlihat dari masalah kesehatan
mental yang dilaporkan oleh 73,4% perempuan
yang terpapar praktik semacam itu (Gambar 5).
Depresi dan PTSD juga berperan dalam mening-

Ada riwayat
penangkapan atau
penahanan terkait

Ada riwayat
penangkapan atau
penahanan terkait

narkotika + kekerasan
polisi

narkotika

katkan penggunaan napza pada perempuan dan
dalam menghambat kemampuan mereka untuk
memahami dan mengendalikan situasi yang ber-
isiko.®

Penegakan hukum oleh kepolisian
memperburuk tantangan kesehatan mental
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Gambar 5. Dampak kegiatan penegakan hukum narkotika dan kekerasan
oleh polisi terhadap kesehatan mental di kalangan perempuan

penasun®

% prediksi probabilitas mengalami satu atau lebih masalah
kesehatan mental di antara perempuan yang menyuntikkan
narkotika, dengan paparan kekerasan polisi
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Penegakan hukum narkotika
meningkatkan risiko HIV dan
mengganggu upaya pencegahan dan
pengobatan HIV

Sebagian besar peserta penelitian (65%) mel-
aporkan bahwa mereka sedang mengalami ge-
jala infeksi menular seksual (IMS), namun hanya
39,9% yang menggunakan kondom terakhir kali
berhubungan seks. Ini menunjukkan bahwa mer-
eka berisiko tinggi tertular HIV dan menularkann-
ya ke pasangan seksual dan pasangan menyuntik
mereka. Perempuan yang mengalami kekerasan
fisik atau seksual oleh polisi memiliki kemungk-
inan gejala IMS saat ini dua kali lebih tinggi, dan
tiga kali lebih mungkin didiagnosis dengan IMS
pada tahun sebelumnya, dibandingkan dengan
perempuan yang tidak mengalami pelecehan.

Hampir setengah dari perempuan peserta pene-
litian ini dilaporkan adalah perempuan yang hid-
up dengan HIV. Meskipun 84% dari 731 peserta
dalam penelitian telah dites HIV, sekitar 20% dari
perempuan tersebut tidak menyadari status HIV
mereka. Di antara perempuan yang hidup den-
gan HIV, yang mengetahui status mereka, sekitar
setengah (52%) memulai pengobatan antiretro-
viral (ART) yang menyelamatkan jiwa mereka di
masa lalu, tetapi 21% dari perempuan ini telah

Ada paparan kekerasan polisi

berhenti memakai ART pada saat survei. Ang-
ka-angka ini sangat tidak memadai dalam konteks
target UNAIDS 95-95-95, yang bertujuan untuk
meningkatkan akses ke tes dan pengobatan HIV
hingga 95% di antara orang yang hidup dengan
HIV dan mengakhiri AIDS pada tahun 2030.%

Penelitian ini mengungkapkan bahwa kegiatan
penegakan hukum oleh pihak kepolisian dan ke-
kerasan oleh polisi secara signifikan menggang-
gu upaya pencegahan HIV dan pengurangan
dampak buruk. Secara keseluruhan, 16% dari pe-
serta penelitian terdaftar dalam terapi substitusi
oral dan sekitar setengah dari perempuan telah
mengakses jarum steril pada tahun lalu: 44%
melalui situs layanan menetap (fixed site) alat
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suntik steril (LASS) di pusat kesehatan masyarakat
dan 59% melalui petugas penjangkau. Seperti
halnya akses ke pengobatan, skala dan jangkauan
layanan pengurangan dampak buruk bagi perem-
puan penasun tidak cukup untuk membalikkan
tren kejadian dan kematian HIV.%!

Perempuan penasun telah terisolasi secara sosial
dan merasa sulit untuk mengakses perawatan

kesehatan, tetapi penegakan hukum yang ber-
kaitan dengan napza justru menambah pem-
batasan ini. Data mengungkapkan bahwa 61,3%
perempuan yang tidak pernah berurusan dengan
penegak hukum telah mengakses NSP dalam se-
bulan terakhir, tetapi prosentase ini turun men-
jadi 37,9% di antara perempuan dengan riwayat
penangkapan dan penahanan - berkurang 23,4%
(lihat Gambar 6).

Gambar 6. Efek penegakan hukum narkotika pada akses bulan lalu ke jarum
steril dan jarum suntik di kalangan perempuan penasun (N = 731)

% prediksi probabilitas perempuan pengguna narkotika suntik
mengakses Layanan Alat Suntik Steril dalam sebulan terakhir,
berdasarkan riwayat penangkapan atau penahanan terkait
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60 72,3% perempuan dengan riwayat
penahanan telah menghentikan
terapi antiretroviral, dibandingkan
dengan 30% perempuan yang

belum pernah dipenjara. §§

Penahanan memiliki efek negatif pada kepatu-
han terapi antiretroviral (ART). Di antara perem-
puan penasun yang hidup dengan HIV, penahanan
dapat mengganggu akses ke ART yang sesung-
guhnya mampu menyelamatkan jiwa (life-sav-
ing). Di antara jumlah sampel yang didapat, 30%
perempuan yang belum pernah dipenjara mel-
aporkan menghentikan perawatan ART, tetapi
proporsi ini melonjak menjadi 72,3% di antara
perempuan yang pernah dipenjara.

Rekomendasi

Seperti yang ditunjukkan oleh temuan dalam
makalah pengarahan ini, kebijakan narkotika
yang bersifar menghukum telah memiliki
dampak yang merugikan dari sisi proporsi krisis
pada perempuan di Indonesia. Pendekatan
pengendalian napza yang bersifat menghukum
telah merusak akses perempuan terhadap
kesehatan, membuat mereka semakin rentan
terhadap tindak kekerasan, dan membahayakan
hak asasi manusia mereka.

Reformasi kebijakan sistemik yang berpusat pada
kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia
sangat diperlukan guna menciptakan lingkungan
yang memungkinkan bagi perempuan untuk
mengakses layanan dan mencari dukungan.
Mengakhiri AIDS dan mewujudkan hak asasi
manusia universal dan kesetaraan gender
bagi perempuan hanya dapat dicapai dalam
lingkungan kebijakan yang mendukung. Hal
ini mengharuskan pemerintah untuk segera
mengatasi  konsekuensi dari  kriminalisasi
narkotika bagi perempuan.

Rekomendasi berikut, yang ditujukan untuk
pembuat dan pengampu kebijakan di Indonesia,
sangat penting untuk mencapai respon yang
lebih efektif dan berfokus pada kesehatan bagi
perempuan penasun dan sistem peradilan
pidana yang lebih adil:

Layanan kesehatan dan pengurangan
dampak buruk

e Libatkan perempuan penasun secara langsung
dalam desain dan implementasi dari kebijakan
dan program yang mempengaruhi mereka.

e Memperluas skala, kualitas dan respon gender
dari program pengurangan dampak buruk yang
ada, perawatan ketergantungan obat, layanan
hak kesehatan seksual dan reproduksi, layanan
yang menangani kekerasan berbasis gender
dan layanan kesehatan mental di masyarakat
serta dalam institusi tertutup, termasuk pen-
jara, sejalan dengan Panduan Praktis UNODC
untuk penyedia layanan tentang layanan HIV
yang responsif gender?> dan Aturan PBB untuk
Pengobatan Tahanan Perempuan dan Tinda-
kan Non-kustodian untuk Perempuan Pelang-
gar ("Aturan Bangkok").%

Sistem peradilan pidana dan penegakan
hukum narkotika

e Dekriminalisasi** penggunaan napza, kepemi-
likan untuk penggunaan pribadi, dan kegiatan
lain yang berkaitan dengan penggunaan prib-
adi seperti kepemilikan perlengkapan penggu-
naan napza.

e Mengembangkan pedoman hukuman nasi-
onal yang membedakan antara pelanggaran
napza yang berbeda sebagai bagian dari upaya
reformasi hukum narkotika nasional yang leb-
ih luas. Misalnya, di mana pelanggaran napza
melibatkan penggunaan pribadi atau kepemi-
likan, pengobatan ketergantungan napza su-
karela berbasis komunitas, dukungan psikoso-
sial, dan layanan pengurangan dampak buruk
harus ditawarkan sebagai alternatif yang lebih

Reformasi kebijakan sistemik berpusat pada kesehatan masyarakat dan
HAM serta kesetaraan gender

Ciptakan lingkungan dan kebijakan yang
inkan bagi peremp untuk

layanan dan mencari dukungan guna mengakhiri AIDS

dan pemenuhan HAM universal serta kesetaraan gender




manusiawi dan efektif untuk penangkapan,
penghukuman, pemenjaraan dan bentuk hu-
kuman lainnya.

e Mempromosikan kolaborasi antara sistem
peradilan pidana dan masyarakat sipil, teruta-
ma jaringan orang-orang yang menggunakan
napza, termasuk dengan melatih dan sensi-
tisasi pada aparat penegak hukum, seperti
hakim, polisi dan aparat penegak hukum lain-
nya, akan kebutuhan dan hak-hak perempuan
pengguna napza.

e Merancang dan menerapkan alternatif un-
tuk sistem peradilan pidana yang menginte-
grasikan pendekatan pengurangan dampak
buruk, dengan penangkapan, penghukuman,
penahanan dan pemenjaraan yang digunakan
hanya sebagai langkah-langkah dalam upaya
terakhir. Ini termasuk juga menawarkan ru-
jukan sukarela kepada para pengguna napza
terhadap pilihan yang luas dari program per-
awatan napza berbasis bukti, program rawatan
napza berbasis komunitas dan sensitif gender,
termasuk OAT, konseling tentang ketergantun-
gan napza dan pilihan sukarela serta berpusat
pada klien lainnya berdasarkan kebutuhan
masing-masing individu, seperti yang dire-
komendasikan oleh panduan internasional.?®

e Meningkatkan gaji dan memperbaiki kondisi
kerja polisi di tingkat bawah dan aparat pen-
egak hukum lainnya dalam upaya mengurangi
kejadian penyuapan dan pemerasan.

e Menerapkan pelatihan polisi untuk mening-
katkan pengetahuan tentang undang-undang
narkotika, khususnya ketentuan untuk pen-
galihan orang-orang yang menggunakan nap-
za dari sistem peradilan pidana dan menuju
layanan kesehatan dan dukungan sosial yang
sensitif gender, meningkatkan sikap terhadap
layanan pengurangan dampak buruk, dan
mengatasi stereotip, stigma dan diskriminasi
terhadap para pengguna napza.

Penghargaan
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dukungan mereka dan umpan balik yang berman-
faat pada versi sebelumnya dari makalah penga-
rahan ini.
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Lampiran 1: Metode

File tambahan ini menjelaskan metode yang digu-
nakan dalam penelitian dan analisis yang dilaku-
kan untuk makalah pengarahan ini.

Desain studi, pengambilan sampel dan prosedur

Rincian desain studi dan metode pengambilan
sampel telah dijelaskan secara rinci sebelumn-
ya.?® Desain potong lintang digunakan untuk mer-
ekrut perempuan penasun dari daerah perkotaan
dengan jumnlah angka penasun dan prevalensi
HIV yang tinggi: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang
dan Bekasi, serta Bandung, ibukota provinsi Jawa
Barat. Antara September 2014 dan Juni 2015,
731 perempuan direkrut menggunakan respon-
den-driven sampling (RDS). RDS, sebuah metode
pengambilan sampel berantai yang dimodifikasi,
dikenal efektif untuk perekrutan populasi yang
sangat distigmatisasi dan dipinggirkan.? Kriteria
kelayakan peserta meliputi: berusia > 18 tahun,
tinggal di salah satu bidang tangkapan studi,
menyuntikkan napza paling tidak dalam 12 bulan
terakhir, dan memiliki rujukan rekrutmen yang
valid.

Sebuah kelompok beragam dari 20 peserta awal
("benih") dipilih oleh tim peneliti. Pemilihan
benih diinformasikan oleh penelitian format-
if yang luas, termasuk pemetaan lokasi hotspot
di mana penasun biasa menyuntik, wawancara
informan kunci dengan penyedia layanan pen-
gurangan dampak buruk lokal, dan juga berkon-
sultasi dengan komunitas. Untuk meningkatkan
keterwakilan sampel, benih yang dipilih harus be-
ragam dalam kaitannya dengan usia, pendidikan,
tingkat perilaku risiko dan status HIV yang diketa-
hui. Setiap peserta awal diminta untuk merujuk
hingga tiga rekan untuk penelitian ini, yang pada
gilirannya akan juga mendaftarkan oranglain den-
gan cara rujukan berantai sampai ukuran sampel
yang diinginkan tercapai.

Kuesioner diterjemahkan ke dalam Bahasa Indo-
nesia oleh petugas kesehatan berkemampuan
dua bahasa dan diuji sebelumnya dengan perem-
puan yang mewakili sampel target, seperti yang
direkomendasikan oleh pedoman Organisasi
Kesehatan Dunia.?® Tujuh pekerja lapangan se-
baya perempuan dilatih oleh para peneliti senior

melalui bantuan gawai dalam hal wawancara,
etika, kesehatan, dan keselamatan. Wawancara
tatap muka berlangsung sekira 1 jam dan dilaku-
kan dalam bahasa lokal di lokasi yang dianggap
aman oleh peserta, seperti kantor organisasi
non-pemerintah atau rumah peserta. Informasi
dikumpulkan menggunakan tablet seluler yang
dilengkapi dengan Open Data Kit, aplikasi sum-
ber terbuka untuk pengumpulan dan manajemen
data pada perangkat seluler. Studi ini menggu-
nakan wawancara “jemput bola” untuk memun-
gkinkan lebih banyak perempuan berkesempatan
untuk berpartisipasi dan berbagi pengalaman.
Sebagai bagian dari proses rekrutmen, peserta
menerima insentif utama sebesar Rp75.000 (~
USD S 5) untuk berpartisipasi dalam wawancara
dan insentif sekunder sebesar Rp25.000 (~ USD
S 2) per rekan yang memenuhi syarat untuk di-
rekrut.

Pertimbangan Etika

Penelitian ini anonim, dan semua peserta di-
dorong untuk menggunakan nama samaran. Per-
setujuan diperoleh dari masing-masing peserta
secara sukarela melalui informasi verbal dan ter-
tulis. Formulir persetujuan ditulis dalam bahasa
sederhana dan termasuk penjelasan yang jelas
tentang sifat dan tujuan penelitian, batasan ker-
ahasiaan dalam konteks kegiatan ilegal, dan per-
nyataan eksplisit mengenai hak peserta untuk
memilih keluar kapan saja. Formulir persetujuan
dibaca dan dibahas secara lisan oleh pewawan-
cara untuk memastikan bahwa peserta memiliki
informasi yang diperlukan untuk dapat memberi-
kan izin, terlepas dari tingkat literasinya. Protokol
etika disetujui oleh Pusat Komite Etika Penelitian
Universitas di Universitas Oxford (ref no: SSD / CU-
REC2 / 13-23) dan Dewan Etika Universitas Kato-
lik Atma Jaya (ref no: 1114/ Ill / LPPM-PM.10.05/
11/2013).

Pengukuran penegakan hukum narkotika dan
konstruksi kesehatan

Langkah-langkah dan indikator yang ada dibagi
menjadi dua kategori besar, yang terdiri dari (1) ke-
bijakan, kegiatan dan perilaku yang diizinkan ber-
dasarkan undang-undang narkotika yang ada, dan
(2) praktik hukuman yang melanggar hukum di luar
kewenangan undang-undang narkotika yang ada.



Penegakan hukum narkotika

Sejarah penangkapan dinilai menggunakan item
dikotomi berikut: "Apakah Anda pernah ditangkap
oleh penegak hukum (karena alasan apa pun)?"
Sejarah penangkapan terkait napza sepanjang
hidup dievaluasi menggunakan pertanyaan tin-
dak lanjut kepada peserta yang menanggapi
dengan afirmatif: "Apakah Anda pernah ditang-
kap karena pelanggaran terkait napza (misalnya:
menggunakan, kepemilikan, membeli, menjual,
kurir, perdagangan)?"

Sejarah penahanan diukur dengan menggunakan
item dikotomi berikut: "Apakah Anda pernah
dipenjara?" Peserta yang menanggapi dengan
afirmatif diberi pertanyaan-pertanyaan berikut:
"Apakah Anda pernah dipenjara atas tuduhan
terkait napza?" Peserta dengan riwayat penah-
anan ditanya lebih lanjut, "Pikirkan terakhir kali
Anda masuk penjara. Apakah Anda menyuntik-
kan napza saat Anda dipenjara?”

Tindak kekerasan oleh polisi

Berbagai bentuk kekerasan oleh polisi dinilai
dengan menggunakan item pilihan ganda beri-
kut, ditanyakan pada sub-sampel peserta yang
sebelumnya pernah berhubungan dengan sistem
peradilan pidana melalui penangkapan, penah-
anan atau pemenjaraan: “Apakah Anda pernah
mengalami hal berikut dalam prosesnya? pen-
angkapan dan penahanan?” Pilihan jawaban
meliputi: “(a) saya/keluarga saya diminta untuk
membayar suap dalam bentuk uang dan/atau
layanan seksual dengan imbalan tuntutan yang
lebih rendah dan/atau akses ke pengobatan ket-
ergantungan obat; (b) saya dihina/dianiaya se-
cara verbal oleh aparat penegak hukum; (c) saya
diseret/ditampar/dipukul/ditinju/disetrum (atau
dilukai secara fisik) oleh aparat penegak hukum;
(d) Area pribadi saya disentuh secara paksa (yaitu
organ seksual) oleh aparat penegak hukum yang
bertentangan dengan keinginan saya; (e) saya di-
minta untuk melakukan seks oral oleh petugas
penegak hukum di luar keinginan saya; (e) Saya
dipaksa melakukan hubungan seks vaginal dan/
atau anal oleh aparat penegak hukum di luar
keinginan saya; (f) Lainnya (sebutkan). Variabel
dikotomis yang menunjukkan pemerasan dibuat
dengan mengkodekan semua respon terhadap

opsi (a) “1 = pemerasan berpengalaman” vs “0
= tidak pemerasan”. Item dikotomis terpisah di-
hasilkan untuk pelecehan verbal polisi oleh polisi
(opsi respon (b) saja), kekerasan fisik polisi (opsi
respon (c) saja), dan pelecehan seksual polisi
(opsirespon (d), (e), (f)). Tindakan kekerasan oleh
polisi gabungan dipastikan dengan mengkodekan
variabel dikotomi gabungan untuk mencermink-
an "setiap kekerasan oleh polisi" (pengalaman
pemerasan, kekerasan verbal, fisik atau seksual)
vs "tidak ada kekerasan polisi" (tidak ada pen-
galaman pemerasan, kekerasan verbal, fisik atau
seksual ).

Hasil kesehatan

Hasil kesehatan terdiri dari ukuran yang terkait
dengan kesehatan fisik, termasuk hasil HIV dan
risiko terkait napza, kesehatan seksual dan kese-
hatan mental.

Gejala depresi diukur menggunakan skala Revi-
si Pusat Studi Epidemiologi Depresi (CESD-R).%
CESD-R telah divalidasi dan telah digunakan se-
cara luas di berbagai rangkaian dan dengan pop-
ulasi yang beragam, termasuk sampel pengguna
napza suntik di Indonesia.® Skala mengukur geja-
la depresi dalam dua minggu sebelumnya, seperti
yang didefinisikan oleh American Psychiatric As-
sociation Diagnostic and Statistical Manual, edisi
ke-5. Skor yang mungkin untuk rentang skala 20
item dari 0 hingga 60, dengan skor batas 16 atau
lebih yang menunjukkan adanya gejala depresi
yang signifikan secara klinis. Tanggapan terhadap
20 pertanyaan dijumlahkan, digabungkan, dan
dikotomiskan sebagai di bawah atau di atas 16.
Untuk sampel ini, keandalan CESD-R adalah a =
0,90.

Gangguan stres pascatrauma (GSPT) — atau
PTSD, diukur dengan menggunakan Skala Daftar
Periksa PTSD (PCL).3! PCL adalah skala laporan
diri yang menanyakan responden tentang seber-
apa sering mereka terganggu oleh setiap gejala
dalam sebulan terakhir pada skala 5 poin. Untuk
analisis yang disajikan dalam makalah ini, ukuran
ini didikotomikan mengikuti kriteria Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders, 4t
edition (DSM-1V) untuk GSPT klinis. Hal ini dilaku-
kan dengan terlebih dahulu menentukan apakah
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responden memenuhi kriteria gejala DSM-1V yang
didefinisikan oleh minimal 1 item B (pertanyaan
1-5), 3 item C (pertanyaan 6-12), dan minimal
2 item D (pertanyaan 13- 17). Gejala dinilai se-
bagai "Sedang" atau di atas (tanggapan 3 sampai
5 pada item individu) dihitung sebagai hadirnya
GSPT dan didikotomikan.

Pertanyaan terkait akses, penggunaan, penghen-
tian dan kepatuhan pengobatan antiretroviral
(ART) ditanyakan kepada sub-sampel perempuan
yang hidup dengan HIV dan mengetahui status
mereka (n=341). Peserta pertama-tama ditanya
apakah mereka sudah memulai ART, diikuti oleh
apakah mereka masih menjalani ART pada saat
survei. Perempuan yang sebelumnya telah mem-
ulai ART tetapi telah menghentikan pengobatan
pada saat survei dikodekan ke dalam variabel
dikotomis terpisah di mana “l=interupsi ART”
dan “O=kepatuhan ART berkelanjutan.”

Overdosis dinilai menggunakan item dikotomis
yang menanyakan, “Apakah Anda pernah men-
galami overdosis?” Arti "overdosis" dijelaskan
kepada peserta oleh pewawancara dan didefi-
nisikan menggunakan definisi Organisasi Keseha-
tan Dunia, "Overdosis opioid dapat diidentifikasi
dengan kombinasi tiga tanda dan gejala, terma-
suk pupil yang mengecil, ketidaksadaran, dan de-
presi pernapasan."

Berbagi peralatan suntik diukur menggunakan
Blood-Borne Virus Transmission Risk Assessment
Questionnaire (BBV-TRAQ), instrumen tervalidasi
yang menangkap frekuensi penyuntikan, praktik
seksual dan risiko penetrasi kulit lainnya dalam
30 hari sebelumnya.? BBV-TRAQ telah digunakan
secara luas oleh pemerintah dan program pen-
gurangan dampak buruk serta perawatan napza
berbasis komunitas®** dan studi penelitian di In-
donesia.?* Hal-hal yang dinilai sebagai bagian dari
sub-skala risiko menyuntik meliputi: “Dalam seb-
ulan terakhir, berapa kali Anda menyuntik dengan
jarum suntik bekas pakai orang lain?”; “Dalam se-
bulan terakhir, berapa kali Anda menyuntik den-
gan jarum suntik setelah orang lain menyuntik-
kan sebagian isinya?”; “Dalam sebulan terakhir,
berapa kali Anda menerima tusukan jarum/tusu-
kan dari jarum/jarum suntik bekas orang lain?”
dan “Dalam sebulan terakhir, berapa kali Anda
menggunakan kembali jarum suntik yang diambil

dari tempat pembuangan bersama/wadah benda
tajam?” Untuk mencapai sensitivitas pengukuran
yang lebih tinggi, tanggapan afirmatif (yaitu: ti-
dak pernah, sekali, dua kali, 3-5 kali, 6-10 kali, >10
kali) didikotomikan menjadi “apa saja” atau “ti-
dak ada pembagian peralatan suntik bulan lalu”.

Gejala Infeksi Menular Seksual (IMS) diukur
dengan menggunakan daftar periksa pilihan gan-
da dari enam gejala yang mudah dikenali (yaitu:
"sensasi terbakar dan/atau ketidaknyamanan
saat buang air kecil," "gatal, iritasi dan/atau keti-
daknyamanan di area genital," "rasa tidak nyaman
dan /atau nyeri saat berhubungan seksual”, “luka,
lecet dan/atau borok pada atau di dalam vagina”,
“keputihan yang tidak wajar, seperti nanah atau
cairan kental dan/atau lengket dari area genital”,
dan/atau “sakit pada perut bagian bawah").* Ge-
jala IMS dipastikan jika peserta melaporkan men-
galami 2 gejala.

Dipandu oleh tinjauan literatur dan penelitian
formatif, informasi sosio-ekonomi dan latar be-
lakang yang dipilih dikumpulkan sebagai dasar
untuk analisis pembaur. Menggunakan item-item
yang dimodelkan pada Sensus Penduduk Indone-
sia (Statistik Indonesia) dan Survey Terpadu Biol-
ogis dan Perilaku (Kementerian Kesehatan), para
perempuan ditanyai usia, status hubungan, status
pekerjaan, tingkat pendidikan, pendapatan bula-
nan individu, dan apakah mereka memiliki tanggu-
ngan anak-anak dalam rumah tangga atau tanggu-
ngan lain yang menjadi tanggung jawab mereka.
Peserta juga ditanya apakah mereka memiliki pen-
getahuan tentang status HIV mereka.

Semua tindakan didasarkan pada lapor diri.

Analisa statistik

Analisis statistik dilakukan dalam Stata 14
(StataCorp, College Station, TX) dalam tiga tahap:

1. Frekuensi untuk semua variabel prediktor dan
hasil dihitung menggunakan kumpulan data
yang digabungkan dan tidak berbobot.

2. Regresi logistik multivariat yang mengenda-
likan karakteristik sosiodemografi yang berpo-
tensi mengacaukan (yaitu: usia, tingkat pendi-
dikan, dan status hubungan) dilakukan untuk
mengeksplorasi hubungan antara prediktor



penegakan hukum narkotika dan hasil terkait
kesehatan.

3. Kami menguji apakah efek kesehatan yang
merugikan perempuan lebih besar jika mereka
mengalami paparan kumulatif terhadap prak-
tik penegakan hukum narkotika dan kekerasan
oleh polisi. Untuk memungkinkan pengukuran
efek aditif dari praktik-praktik ini pada hasil
kesehatan perempuan, semua variabel dari
regresi logistik multivariat pada langkah 2 di-
masukkan ke dalam model efek marginal (satu
model untuk setiap hasil), yang disesuaikan
dengan perancu sosiodemografi kunci.

Keterbatasan

Temuan yang disajikan dalam makalah pengara-
han ini didasarkan pada kumpulan data terbesar
perempuan pengguna napza suntik di Indonesia
(N=731) dan, sepengetahuan kami, merupakan
analisis kuantitatif pertama dari dampak keseha-
tan penegakan hukum narkotika serta kekerasan
oleh polisi di kalangan perempuan yang menggu-
nakan narkoba di Asia. Namun, hasilnya mungkin
tidak dapat digeneralisasikan ke wilayah lain dan
harus ditafsirkan dengan hati-hati mengingat ada
beberapa keterbatasan.

Pertama, sifat potong lintang dari data mengha-
langi interpretasi kausal dan menyoroti perlun-
ya penelitian longitudinal untuk mengonfirmasi
hubungan yang diamati di sini. Data dikumpulkan
pada satu titik waktu dan dengan demikian hanya
memberikan gambaran tentang karakteristik da-
lam suatu populasi. Semua analisis yang disajikan
dalam makalah pengarahan ini bersifat deskriptif
(yaitu, menilai beban dan prevalensi hasil yang
diberikan). Sementara hubungan yang signifikan
antara faktor risiko dan hasil kesehatan member-
ikan indikasi area di mana penelitian longitudinal
dan intervensi di masa depan dapat difokuskan,
karakteristik desain studi membatasi kemampuan
untuk menentukan temporalitas atau kausalitas.

Kedua, semua tindakan didasarkan pada laporan
diri, yang mungkin dapat ditarik kembali dan bias
pelaporan. Untuk mengatasi keterbatasan ini,
studi Perempuan Bersuara menggunakan strate-
gi perekrutan yang menggunakan rekan sebaya
dan pewawancara dengan pengalaman langsung
penggunaan napza,*® yang telah terbukti mening-

katkan validitas dan reliabilitas data dengan
meningkatkan hubungan dan kepercayaan antara
pewawancara dan partisipan.®’

Ketiga, temuan harus ditafsirkan dengan hati-hati
serta mempertimbangkan potensi bias yang di-
hasilkan dari penggunaan kumpulan data yang
tidak berbobot untuk perhitungan analisis statis-
tik yang disajikan dalam makalah pengarahan
ini. Mengingat bahwa perkiraan tidak memenubhi
asumsi teoretis RDS, temuan dari analisis regresi
dan efek marginal tidak dapat digeneralisasikan
ke wilayah atau populasi lain.
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